
WALIKOTA BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR 3 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH ATAS BIAYA ADMINISTRASI PELAYANAN 

SURAT KETERANGAN KESEHATAN BAGI CALON PANITIA PEMILIHAN 

KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK 

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN 

PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 

Menimbang: 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BLITAR, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang­

Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubemur, Bupati, Dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang, maka Kota Blitar menyelenggarakan 

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dim.ak:sud pada huruf a dan sebagai pelak:sanaan 

kebijakan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 

(4) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 
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Blitar Nomor 7 Tahun 201 7 ten tang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 

Tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu membentuk 

Peraturan Walikota tentang Pembebasan Retribusi 

Daerah Atas Biaya Administrasi Pelayanan Surat 

Keterangan Kesehatan Bagi Calon Panitia Pemilihan 

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota 

1950 tentang 

Kecil dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan 

Jawa Berat (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 

1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 

Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang 

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di 

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oi9 Nomor 

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6398); 

3. Undang-Undan.g Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang­

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3243); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor -5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oi9 Nomor 
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Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

6178); 

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

18. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 

34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Keterpaduaan Prasarana, Sarana dan 

Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan; 

19. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Keserasian Perumahan dan Permukiman; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 

tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan 

Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah; 

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 tentang 

Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan 

Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 

22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman 

Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana 
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Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar. 

Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota 

Blitar. 

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar. 

Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah 

Kota Blitar. 

6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Blitar 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar 

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang 

sela_njutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis 

Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas pokok fungsi memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kecamatan 

9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. 

10. Retribusi Jasa Umum, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 

badan. 

11. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan pelayanan kesehatan dan 

kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

Daerah yang dapat dinikmati orang perorang atau badan. 

12. Surat keterangan sehat atau Surat keterangan kesehatan dalam 

peraturan ini adalah surat keterangan yang secara khusus dikeluarkan 

oleh dokter pada UPTD Puskesmas tentang kondisi kesehatan dari orang 

yang mengajukan layanan sesuai ketentuan yang berlaku 

13. Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan Gubernur, 

Bupati-, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah 

pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk 

memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan 

demokratis 

14. Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan Walikota 

dan Wakil Walikota dalam peraturan ini adalah Pemilihan Kepala 

Daerah Kota Blitar Tahun 2020 
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BAB II 

PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 2 

( 1) Pemerintah daerah memberikan pembebasan dari kewajiban membayar 

retribusi dalam rangka untuk memenuhi persyaratan administrasi 

berupa Surat Keterangan Kesehatan dari UPTD Puskesmas, bagi Calon 

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

Kepala Daerah Tahun 2020. 

(2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan mulai tanggal 16 Januari tahun 2020 dan berakhir sampai 

dengan akhir bulan Agustus tahun 2020. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar. 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi 

ne 
AHMAD TOBRONI. SH 

Pembina Tk I 
NIP. 19670909199803 1 008 

Ditetapkan di Blitar 

Pada tanggal 13 Januari 2020 

WAKIL WALIKOTA BLITAR, 

ttd 

SANTOSO 
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